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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi Publik Tahun 2022 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

kelembagaan PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Akhimya penlusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna,

oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi

perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca

dan semua pihak yang terlibat dalam penlusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Publik Tahun 2022.
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BAB I

GAMBARANUMUM

KEBIJAKAN PELAYANA-II INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran

yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan

informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunj ung

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik

terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada

kepentingan publik. Untuk selanj utnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan

salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh

informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F,

yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencan,

memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara

untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak

setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan

rnasyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

l) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;

2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi

secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel danproporsionalitas;

3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;

4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan

maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi

diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungiawab dan berorientasi pada pelayanan

publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni

terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi

masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.
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Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap

keterbukaan informasi publik dan wujud pemyataan kepatuhan kepada Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan

UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan

terciptanya open govemment (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kanigaran Kota

Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tenkng Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecildalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia)

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun20l1;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

Adapun Struklur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota

Probolinggo sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLAAN LAYANAN INFOR}IASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

PEMBANTU KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

ATASAN PPID PEMBANTU
CAMAT

PPID PEMBANTU
SEKRETARIS CAMAT

BIDANG
PENGOLAHAN

DATA DAN
KLASIFIKASI
INFORMASI

KASI
PEMERINTAH

AN

BIDANG
PELAYANAN
INFORMASI

DAN
DOKUMENTASI

KASI
PELAYANAN

SEKRETARIAT
PPII)

PEMBANTU

KASUBAGTATA
USAHA

BIDANG
FASILITASI
SENGKETA
INFORMAST

KASI TRANTIB
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SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFOR]VIASI DAN DOKUMENTASI (PLD) PEMBANTU

KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Camat Kanigaran Kota Probol inggo Atasan PPID Pembantu

2 Sekretaris Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo

PPID Pembantu

J Kasubag. Tata Usaha Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo

Sekretariat PPID Pembantu

4 Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
Kanigaran Kota Probolinggo

Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi

5 Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Kanigaran
KotaProbolinggo

Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi

6 Kasi Trantib Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo

Bidang Fasilitasi Sengketa
Informasi
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A.

BAB II
GAMBARAN TIMUM PELAKSANAAN PENGf, LOLAAN PELAYANAN

INFOR}IASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan inlormasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan

dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasiyang

bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di

Ruang PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan

softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang

dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam ke{a tersebut masih

dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan

dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke

kantor Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, seperti surat,dan email.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kecamatan

Kanigaran Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi

(mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu Kecamatan

Kanigaran Kota Probolinggo hr //kec-kani obolin o.id meniadi sarana

utama dalam penyampaian informasi publik Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang

termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

sesuaipasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo masyarakat dapat

langsung melihat transparansi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana p€layanan informasi dan dokumentasi publik

dapat dirinci sebagai berikut :

1) Website Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

(httpsJ/kec-kani garan. proboline gokota. qo. id)

2) Contact Center (email,desk informasi,dan telepon)

- Email : keckanigaran@probolinggokota.go.id

- Desk Informasi : Kantor Camat Kanigaran Kota Probolinggo

Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo

- Telepon : (0335) 427550
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B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan

dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yangmempunyai tugas sebagai berikut :

1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Uama dilakukan palingsedikit

6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya;

4) Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon

informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan

prima;

5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo menjadi bahan informasipublik, dan

6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan

dokumentasi kepada PPID Utama secata berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung

penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tahun Anggaran 2022.
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BAB trI
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan

informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat

koordinasi pada tahun 2022 meliputi :

1. Mempelajari Regulasi Keterbukaan Informasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi lnformasi

Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B, Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

C

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum

menerima permohonan In lormasi.

Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo melayani permohonan

informasi di kantor pada saatjam ke{a, melalui permohonan informasi maupunmelalui surat

masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publikyang dikabulkan

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum

menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum

menerima permohonan informasi.
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RAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAANINFORMASI

DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang

dapat diuraikan sebagai berikut :

l) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang

terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan

informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang

diberikan pimpinan.

2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh

seluruh pegawai Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

4) Belum adanya ruang PPID yang representatif.
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BAB \T
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LAN.II}T

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

informasi dan dokumentasi publik di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai

berikut:

1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.

2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui

pelati han /kursus/bimtek.

3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada peiabaVstafdi

berbagai kesempatan.

4) Menyiapkan ruang PPID yang representatif
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BAB VII

PENT]TUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Inlormasi dan Dokumentasi Publik Tahun

2022 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran

mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan

dokumentasi di PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target

dan sasaran yang telah ditetapkan- Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus

dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan

informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Probolinggo, Januai2022
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Daftar lnformasi publik
Kecamatan Kanigaran

A. lnformasi yang Diumumkan secara Berkara

No. Judul lnformasi Ringkasan lsi
lnformasi

Waktu Pembuatan
/Penerbitan lnformasi

Be
lnformasi yang

Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan

en a
yang Memuat

lnformasi1 lan ursen ng n
dan RW Kecamatan

ren ng
Musrenbang
tingkat
Kecamatan

a UN

Musrenbang
I Hasil

garann

Kecamatan laporan keuangan
Perbulan

m n un

Emas
Pelayanan

ua n ayanan u
permt ntaan

ame

n a
kine T/RW Pemerintahan kinerja dari

Laporan
Kecamatan

men n.

U jaga
Linmas tJi
Kecamatan

ra
Tiap awal bulan

nmas 1 r
Linmas

B. lnformasi yang Serta Merta

No. Judul lnformasi Ringkasan lsi lnformasi
Penanggung

Jawab Pembuat
lnformasi

Waktu
Pembuatan
/Penerbitan
lnformasi

Bentuk
lnformasi yang

Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan

Jenis Media
yang Memuat

lnformasi
1 merlu a

Sosial 1. Anak Yatim
2. Disabilitas
3. Dhuafa
4. Fakir miskin

Kasi Pemas Jadwal -Permintaan
Data

1 Tahun

2 NOVAS usu n rnovasa Kasi Pelayanan Permintaan
usulan lnovasi

Data lnovaSf-
Kelurahan

1 Tahun File / Berupa
Dokumen

Penanggung
Jawab Pembuat

lnformasi
Jadwal

2. Kasubag
Program dan
Keuangan

SIMRAL & SIPD -

3.
Smart Portal Emas 1 Tahun. Aplikasi Portal

Emas
4.

Permintaan Rekap Laporan -
Kinerja RT / RW5.

Jadwal Piket
Limas

f'lala
Data Data Exel



3 ra
(rKM)

Kepuasan Pelayanan
Masyarakat

Kasi Pelayanan Selama
pelayanan
berlangsung

Data IKM 1 Tahun File / Berupa
Dokumen

4 n Um a
1.
2.
3.
4.

oga/Tomas
Masjid/Musollah
Gereja
Anak Yatim dll.

Kasi PemerintahEn
/ Kasi Pemas

Permintaan
Data

File / Dokumen 1 Tahun File / Dokumen

5 'a an
1. Restoran
2. Rumah makan
3. Kedai
4. Penginapan
5. Tempat Hiburan
6. Caffe
7. Hotel
8. Catering dll

Kasi Pemerintahan Permintaan
Data

File / Dokumen 1 Tahun File / Dokurnen

6 nganan 1.
2.
3.
4.
5.

KDRT
Lahan Pertanahan
Waris
Mediasi

Kasi PemasTXaSf
Pelayanan / Kasi
Trantib

Laporan
Masyarakat dan
RT/RW

Melalui Laporan
Masuk
Kekelurahan

1 Bulan HP/ WA/
Medsos

C. lnformasi Yang Setiap Saat
No. Judul lnformas Ringkasan lsi

Informasi
Penanggung
Jawab Pemb
lnformasi

uat
Waktu Pembuatan
/Penerbitan lnformasi

Bentuk
lnformasi yang
Tersedia

Jangka WaT[u
Penyimpanan

Jenis Media
yang Memuat
lnformasi1 mas ua n

Pelayanan
Kasi Pelayenan Warga mengajukan

permintaan Pelayanan
Portal Emas 1 Tahun Aplikasi Portal

Emas

2 n U

da n
Kasubag TU UndanganAlesuk--

Kecamatan
lsi Undangan 1 Bulan Undangan



D. Daftar lnformasi Yang Dikecualikan

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi publik
(berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)NO

lnformasi
(berisi informasi tertentu
yang akan dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualikan
lnformasi

Dibuka Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka waktu

nya)

1 Dokumen hasil Musrenbang
yang belum ditindak lanjuti

ruf i UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 hu Selama belum ditetapkan dalam

renja SKPD
Dapat mengganggu proses
penyusunan kebijakan

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

2
konflik lingkungan Di
Kecamatan Kanigaran

penyelesaian sengketa /Proses Pasal 17 hurufa UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP

Sampai dengan diserahkan
kepada penuntut (aksa)

Menghambat proses
penyelesaian sengketa/
penegakan hukum

Kelancaran proses
penyelesaian sengketa /
penegakan hukum

3 Data eks narapidana 17 huruf h UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM

Pasal belum ada permintaan
dari pejabat yang benuenang
Selama mengungkap data

pribadi seseorang
Dapat Melindungi Hak Asasi

Manusia

4. laporan kejadian di
Kecamatan Kanigaran
Dokumen 17 huruf h UU No. 14 TahunPasal

2008 tentang KIP
m ada tindak lanjut

dari laporan kejadian yang
masuk

Selama belu Dapat menghambat proses
penyelesaian masalah
keamanan dan ketertiban
masyarakat

Melindungi data pribadi

5 lnformasi hasil rapat
Pemerintah Daerah yang
bersifat tertutup, meliputi :

- Laporan singkat
- Catatan rapat
- Risalah
- Slide presentasi dan/atau
rekaman, transkrip
suara/pembicaraan, dan
keputusan rapat tertutup yang
bersifat rahasia

Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.
43 Tahun 2009 tetang Kearsipan

Selama belum ada tindak lanjut
dari SKPD pengolah surat

Dapat menggangu proses
penyusunan kebijakan

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

6 Dokumen penerima Layanan
Publik

17 huruf h UU No. 14 TahunPasal
2008 tentang KIP

Tidak terbatas Mengungkap rahasia pribadi
seseorang

Melindungi privasi
penerima layanan dari
orang lain yang tidak
bertanggung jawab

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP

Sampaidengan hasil
penyelesaian dari laporan
pengaduan

Menurunkan kredibilitas dari
Pemerintahan dalam
pelayanan

Menghindari terjadinya
kesalah pahaman informasi
dimata publik

7 Dokumen laporan pengaduan



8. Disposisi memorandum dan
nota dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang
menurut sifatnya harus
dirahasiakan

a Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 44 ayal (1) dan (2) UU NO.
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

a

Selama belum ada tindak lanjut
dari SKPD pengolah surat

Dapat mengganggu proses
penyusunan kebijakan

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

I Kutipan Buku Letter C a Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
PP 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah

a

Selama belum ada permintaan
resmi dari yang berkepentingan

Dapat disalahgunakan oleh
orang yang tidak bertanggung
jawab

Melindungi alat bukti untuk
persyaratan pendaftaran
hak kepemilikan atas tanah

10 Elektronik & non elektronik PNS Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP

Tidak terbatas Mengungkapkan data pribadi
yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi

11 Daftar penilaian prestasi kerja
IOP3ISKP PNS

a Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Kepegawaian

a

Selama masih berlaku atau atas
persetujuan PNS yang
bersangkutan/ pihak yang
berwenang

Mengungkap data pribadi
yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi
yang bersifat rahasia

12 ldentitas PNS yang melanggar
disiplin dan dalam proses
dijatuhi hukuman :

- Proses hukuman disiplin
pegawai negeri sipil, keberatan
atas hukuman disiplin PNS, dan
peninjauan kembali atas
hukuman disiplin PNS
- Proses pemberhentian PNS
- Proses keputusan
pem berhentian sementara
karena dilakukan penahanan
pihak yang benntajib

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP

Sampai diterbitkan Surat
Keputusan

Mengungkap rahasia pribadi
PNS

Melindungi data pribadi
PNS yang bersifat rahasia

Probolinggo, 23 Februari 2023
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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 007 1597 I 425.50412023

TENTANG

PENTJNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKLTNGAN KECAMATAN KANIGARAN

KOTAPROBOLINGGO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Pembantu

Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Kanigaran Kota

Probolinggo;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;

2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan Kedua Atas Undanga-undang Nomor 32 Tatrl:n' 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan



Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 201 1 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang

PedomanPengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

LingkunganKementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo

Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2l23(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata

Kerja Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229);

14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahtrn 2020 Nomor 171);

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di

Lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II

Keputusan ini;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung

jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Kanigaran Kota Probolinggo;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota

Proboinggo pada Pos Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,

: Keputusan ini mulai berlal-u pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal

IGARAN
LINGGO

oo
e
lrl
o-

PRo ina Tk. I
3 199802 I 001

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Atasan Ketua PPID Utama Kota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Ketua PPID Utama Kota Probolinggo (sebagai laporan);

: di Probolinggo
: Januari 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR :00715971425.50412023
TENTANG
PENUNruKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
CAMAT KAMGARAN KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

GARAN
K

p$
tr

,? TK. I

.t

A

NO JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI KEDUDUKAN

I Camat Kanigaran Kota Probolinggo Atasan PPID Pembantu

2 Sekretaris Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo PPID Pembantu

J Kasubag Tata Usaha Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo

Sekretaris

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4 Kasi Pelayanan Kecamatan Kanigaran Ketua I

5 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kani garan Ketua II

6 Staf Seksi Pelayanan dan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Kani garan

Anggota

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORIVIASI
7 Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanigaran Ketua I

8 Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan
Kanigaran

Ketua II

9 Staf Seksi Pemerintahan dan Subbag Program dan
Keuangan

Anggota

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
10 Kasi Trabntib Kecamatan Kanigaran Ketua

11 Staf Seksi Tranti Anggota

12 Staf Seksi Trantib Anggota

199802 I 001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 007 I 597 1425.50412023
TENTANG
PENUNruKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKT]NGAN KECAMATAN KANIGARAN

KOTA PROBOLINGGO

No Kedudukan Dalam PPID Tugas

1 2 5

1 Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaanlayanan
informasi publik,

b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan informasi publik;

c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan
informasi publik di lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo;

2 Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu

a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan
secara tertulis oleh pemohon informai publik serta
mengikuti proses atas sengketa informasi yang
diajukan oleh pihak pemohon;

b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan informasi publik;

c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi publik;

d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang

dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang
berlaku dan analisa kajian terhadap data dan
informasi terkait;

f. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan
informasi dan dokumentasi,

g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses oleh masyarakat,

h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan;
i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerjadi

lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Pobolinggo;
j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan

pemberian, informasi, tuj uan permintaan informasi
serta mekanisme pemberian informasi ;

k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara
informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan
tugas pokok dan fungsi organisasi;

l. Melaksanakan koordinasi pemberian pelayanan
informasi antara PPID Pembanfii danlatau pejabat
struklural dan fungsional di lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo.

J Sekretaris Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi
pengumpulan informasi dan dokumentasi :

c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka
penyediaan dan pelayanan informasi publik;

d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian



pelayanan informasi dan dokumentasi ;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pen gel olaan informasi dan dokumentas i ;

f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan
dokumentasi.

4 Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang
Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang
Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;

b. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan
informasi,

c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;

d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam

rangka pelayanan informasi publik;
f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan

informasi publik.
5 Pejabat Pengelola Informasi dar

Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang
Pengolahan Data danDokumentasi

a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang
Pengolahan Data dan Dokumentasi;

b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi
publik;

c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian
informasi dan dokumentasi ;

d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiapkebijakan
dalam rangka memenuhi permohonan informasi;

e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
6 Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) PembantuBidang
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Informasi

a. Melaksanakan perencanaan program Bidang
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi ;

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangkapenanganan
penyelesaian sengketa informasi ;

c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi
atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi
informasi;

d. Melaksanakan advokasi penyelesaian
medi as i/aj udika qijnformas i.

GARAN
LINGGO

+

=ul
o, o

TK. I
199802 1 001
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PEMERINTAH KOTA PROBOLII{GGO

KECAMATAN KAI{IGARAN
Jalan Slamet Riyadi No. Telp. (0335) 427550

rt=!/\fr^t ti.!t-:-,'-!-7t -. rr^a -
rrrvgv rJutJ vr-rv

e-m ai I : kecJan i garan @probol i n ggokota. go. i d

KEPLTTLTSAN CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 407 I 597 I 425.50412023

TENTANG

ij-i\-it_.iliriix-i!,i\it-'i-:ir.-:it: l,F'\it;-af ::i1 t'\i:-:!t{i1-,.:n\:i:!i-i:!ir}:.:ii:_.n-t-, I..'*-\i{ir..r::::'" * 
ilr'IBrNiir oiiiNAKrrNA;N KEC;MAiAN'KAnicenaN 

"'j' \' ' "- ''

KOTA PROBOLINGGO

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan

Pernerrntah Nouror ol ianun 2ulu Peiarsanaan i..tnoang-i...tnoang Nomor i4
Tahun juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pejabat
Fen*olnla In*hmcci rlan T)nt.ttm=nfaci lDf.tTT'\\ T)amarinfc!+ f'laamh l)a*hcn*,'.t a L.ari.r*a*

Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Kanigaran Kota
Probolinggo;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

fengah, dan iarva Barar iBenra i.iegara R.epubiiit Indonesia ranggai i4
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;

2 Llndans- L]ndan:i lJornor 32 Talu:n 2.004 tentans Pemerintahan D*erah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Undanga-undang Nomor 32 Tahun 2004
1-a ^..-r,--.--.- 1r--,-=-- !! ^=-..!-1:!- r_- I _,--^:- T-r--,-- a^.1I :r^_-- ^-- 3r} T^_^-!--!-^,-:: i:::!:!i-l:Xa! irii:.ir:-:::ii :---i::!i!!!,:lra :r::H:!:a:t_a:= I -*14lai .'ri.i!.j+ i:i{-":l-iart -!.f i:a!!t!-rej-se;-:

f.*U".r, N.g"r" n"priiit ,"i"r"riu 
^o-o.os 

a4t); 
-='=-=

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-un<Iangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia)

Mengingat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomot 6 I Tahun 20 l0 tentang pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

{:. Pr-'iaiurair },!er:tcri l--ralae ii::gr;1! i.i1-111,--1 L i Trii*l f tC6 t.,-rrlaIig p,:d,_.rrran

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturar Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota probolinggo

Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
! F<r.qi::ran li:3ral: (9i: Fn-'tx--li;:gst-. l.liirir.::r ?? T:,ihl;n ?00.i r1r:;,aiir,-

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Probohnggo Nomor 14 l'ahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor l4);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang
K+.:irr.lrrl-en S,rrcrrnan I}-,;rnisri! !!reien Tr:r;:rr .-len t.rrnosi qFri. iarl
Keria Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229);

14. Peraturan Wairkota ttoboirnggo Nomor l7l I ahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar
I-ay,-lix:n Iirfrrrmrsi Puh!ik:

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ppID)
Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota probolinggo;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ppID) pembantu di
Lingkungaa Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud
.jalanr llii:tuiii KFSATI I :iei.i iitgas,.-.:: iarc.antij*i .jai+i-.: I sti-.i-.iriiii { dei.i ii
Keputusan ini;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ppID) pembantuKETIGA



KEEMPAT

KELIMA

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dar
melaporkan hasilnya kepada Camat Kanigaran Kota Probolinggo;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Prnl-r"rinuorr n:r,-l:r P.^.c !J +.:r rniL:r n ( an ioe r:rn K n! :r Prnh;-.l i nui;g...,..,...E,tJ,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
padatanggal JarJan2023

GARAN
LINGGO

FnoB

SALINAN disampaikan kepada Yth :

l. Atasan Ketua PPID Utama Kota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Ketua PPID Utama Kota Probolinggo (sebagai laporan);

TK. I
80 3 199802 I 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR :00715971425.504t2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

(PPID) Ptri\{BANTU Di LINUKUNCAN
CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINUKUNUAN UAMAI KANIUARAN KO'IA PRUtsULINUUO

Camat Kanigaran Kota Proboiinggo

? iiasi Pemenntaiun Kecamffari Karugman li-i-* Ir\! ltlrl t

Seksi Pemerintahan dan Subbag Program dan Anggota
E-ar r=-rt*-rrv ss[EBti

11 Staf Seksi Tranti

GARAN
rNGGO

4j

c-

Pp TK. I

J

5

NO JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI KEDUDUKAN

AtasanPPlD Pembantu

2. Sekretaris Kecamatan Kani garan Kota Probol inggo PPID Pembantu

Tata Usaha Kecamatan Kanigaran KotaKasubag
Proboirnggo

Sekretaris

BIDANG PELAYANAN III'FORMASI DAN DOKUMENTASI
4 Kasi Pelayanan Kecamatan Kanigaran Ketua I

ts-.ati Pemherda_vaan Ida:._varakatKecamatarrKanisaran- Va*rrc fl

6. PemberdayaanSeksiStaf dan SeksiPelayanan
KecamatanMasyarakat Kanigaran

Anggota

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

8. Program dan Keuangan KecamatanKasubag
Kanigaran

Ketua II

9

BII}ANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Kecamatan KanigaranKasi Trabntib Ketua

Anggota

l2 Staf Seksi Trantib Anggota

823 199802 I 001

i

10.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 007 1597 1425.50412023
TENTANG
PENUNruKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DUKUIvIENTAS1 (PPiD.) PEiviBANTU Di LiN GKUNGAN
KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

TUCAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KANIGARAN

KOTA PROBOLINGGO

2 Pejabat Pengelola Intbrmasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu

a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan
secara tertulis oleh pemohon informai publik serta
mengikuti proses atas sengketa informasi yang
diajukan oleh pihak pemohon;

b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
pei ai(sal'laari iay aiiaii iiii or-Iilasi ptrtriiR;

c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi publik;

d. Melakukanverifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang

l:I-^^"^I:1-^- -lancan hcrr{e"or1.-o- af!rran r:af,GsJ:i-,g+i!=iiy--+ii iiq!!;:jaii !iqilj+:-E;i--di: rziuig:i .iii!iE

berlaku dan analisa kajian terhadap data dan
informasi terkait;

f. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan
informasi dan dokumentasi;

g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
tiiaksus oich masyarakat;

No Kedudukan Dalam PPil) Tugas

I 2 J

I a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaanlayanan
informasi publik;

!- a.a-1-!_--i--i; ii'iiiSi:.iii:H;-:;:;i;:iiii;fii';a,Jiii: i-FJiiEH'-nES$,'-; iiji;-iii.J;ii-i
pelaksanaan layanan informasi publik,

c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan
informasi publik di lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo;

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu



h. Menolak memberikan intbrmasi apabila tidak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan;
i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerjadi

lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Pobolinggo;
i l\lpmho.iLo- nortimhonaqn .lo- Laiion noL,.non

pemberian, infbrmasi, tujuan permintaan informasi
serta mekanisme pemberian informasi;

k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara
informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan
tugas pokok dan fungsi organisasi;

L Melaksanakan koordinasi pemberian pelay'anan
informasi antara PPID Pembantu danlatau pejabat
struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo.

4 Sekretaris Pejabat Pengelola
lnformasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi
pengumpulan informasi dan dokumentasi ;

.- t.t..:--.: .--..,:.,-.U. iviGiaiiSai-rai(aii it0iirUina5i \iaiatii ranEiiA
penyediaan dan pelayanan informasi publik;

d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayanan informasi dan dokumentasi;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
i' : -; -': I':- -.'--...' i r r !'.'.-, - ii.-'= -t -' i - - .' i'. ii\L5lLtiriii itii5UIiiitraiii iiii:-'.iiiai;ri iliriii LiWi\iiiiii/iiial*:i,

f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan
dokumentasi.

5 Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pemtrantu Bidang
Pelayanan dan Pengelolaan lntbrmasr

a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang
Pela'-,Rnan dan Penpelolaen !nl-ormasi'

b. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan
informasi;

c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;

d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi:
e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam

rangka pelayanan informasi publik;
f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan

informasi publik.



6 Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu
Bidang Pengolahan Data dan

Dokumentasi

a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang
Pengolahan Data dan Dokumentasi,

b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi
publik;

c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian
IIITUI IIITSI UUII UUKTIIIIUIITiISI,

d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan
informasi;

e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

7
jjrejaDar rengelola mlorTnasl

Dokumentasi (PPID)
Pengaduan dan Penyelesaian
Informasi

a. ivleiaksanairan perencanuurn program Bidang
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi ;

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangkapenanganan
penyelesaian sengketa informasi ;

c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi
:t1:tq 11:11q3ris:in at.t-ti L.it"-,fatgaimc.Ji113i.,aiu,Jikasi
informasi;

d. Melaksanakan advokasi penyelesaian
mediasiiaj udikasi informasi.

I
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